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BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, bab
ini berisi tentang kesimpulan dan saran . Kesimpulan terdiri dari rangkaian jawaban
atas rumusan masalah pada bab 1. Saran berisi pendapat yang dicapai atas penilaian

terhadap kesimpulan. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengadilan Pajak yang merupakan pengadilan khusus yang dibutuhkan
karena spesialisasi dan diferensiasinya dalam menangani sengketa administratif
keputusan tata usaha negara berupa Sengketa Pajak. Sebagai kelanjutan dari BPSP,
pada UU Pengadilan Pajak tidak dijelaskan kedudukan Pengadilan Pajak di antara
Pengadilan lainnya. Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus dalam
lingkungan peradilan tata usaha negara disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) UU
KUP, penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, dan penjelasan Pasal
9A UU PTUN. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, hanya ada
empat lingkungan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku
kekuasaan kehakiman, salah satunya peradilan tata usaha negara. Karena
Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus yang berada di dalam lingkungan
peradilan tata usaha negara, maka Pengadilan Pajak juga berada di bawah

Mahkamah Agung.

Pembinaan dalam Pengadilan Pajak belum sesuai dengan hakikat peradilan di
Indonesia. Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh
Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan
dilakukan oleh Departemen Keuangan. Pembinaan Pengadilan Pajak di bawah
kekuasaan yudikatif sekaligus eksekutif belum sesuai dengan prinsip satu atap
Mahkamah Agung. Pembinaan seharusnya tidak boleh mengurangi kebebasan
Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Namun demikian

pembinaan Pengadilan Pajak di bawah dua kekuasaan dapat membatasi kebebasan
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dalam menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan baik langsung maupun tidak

langsung karena efek politis dan psikologis.

Mengenai tidak terdapat upaya hukum ke pengadilan banding dan kasasi ke
Mahkamah Agung pada Pengadilan Pajak, bukan merupakan sesuatu yang
inkonstitusional. Hal tersebut tidak mengurangi hak wajib pajak untuk mencari
keadilan karena proses Pengadilan Pajak sama dengan pemeriksaan pada
Pengadilan Tinggi TUN. Peradilan tetap berpuncak pada Mahkamah Agung dengan
adanya kesempatan mengajukan Peninjauan kembali atas putusan Pengadilan
Pajak. Mengenai perbedaan alasan permohonan Peninjauan kembali antara UU
Pengadilan Pajak dengan UU MA belum sesuai dengan hakikat peradilan karena
alasan Peninjauan Kembali berupa “terdapat suatu kekhilafan Hakim atau
kekeliruan yang nyata” dipersempit menjadi “nyata-nyata tidak sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Mengenai amar putusan Pengadilan
Pajak dapat bersifat ultra petita berupa menambah pajak yang harus dibayar akan
menimbulkan ketidakadilan apabila terdapat kesalahan hitung oleh Hakim
Pengadilan Pajak karena putusan tersebut selain tidak terdapat upaya hukum lain,
secara langsung juga tidak dapat digunakan sebagai alasan permohonan Peninjauan

Kembali.

Tempat kedudukan Pengadilan Pajak belum dapat memberikan keadilan
dalam lingkup Nasional. Ketentuan Pasal 3 UU Pengadilan Pajak berakibat letak
Pengadilan Pajak secara terbatas hanya terdapat di Jakarta . Tempat kedudukan ini
belum dapat memberikan pelayanan hukum dalam hal penyelesaian sengketa pajak
sesuai prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Walaupun terdapat mekanisme
sidang di luar tempat kedudukan pada Pengadilan Pajak sesuai Pasal 4 ayat (2) UU
Pengadilan Pajak, namun pelaksanaannya belum efektif karena permasalahan
sistem pemberkasan dan kurangnya tenaga peradilan seperti Hakim dan Panitera
Pengadilan Pajak untuk ditugaskan pada sidang di luar tempat kedudukan
Pengadilan Pajak.
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5.2. Saran

Hal utama yang perlu dicermati dari kedudukan Pengadilan Pajak adalah
dasar hukum pembentukan Pengadilan tersebut, yaitu UU Pengadilan Pajak.
Sebagai Pengadilan Khusus, Pengadilan Pajak harus diatur dalam Undang-undang.
Pada saat diundangkannya UU Pengadilan Pajak, belum terdapat ketentuan yang
jelas pembagian Pengadilan Khusus dalam lingkungan peradilan di bawah
Mahkamah Agung. Pengadilan Pajak berdasarkan UU Pengadilan Pajak seakan-
akan seperti peradilan tersendiri terpisah dari peradilan-peradilan lainnya. Oleh
karena itu karena pertimbangan tersebut seyogyanya UU Pengadilan Pajak
diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan mengenai peradilan di

Indonesia yang saat in berlaku.

Beberapa pokok persoalan pada Pengadilan Pajak yang sebaiknya
diperbaharui antara lain mengenai pembinaan, alasan-alasan permohonan
Peninjauan Kembali, dan tempat kedudukan Pengadilan Pajak. Mengenai
pembinaan Pengadilan Pajak baik teknis, organisasi, administrasi, maupun
keuangan, seyogyanya berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan seluruh
pembinaan Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung juga dapat mendukung
pembagian kekuasaan yang sempurna dan fungsi checks and balances antar

kekuasaan dapat dilaksanakan dengan baik.

Mengenai alasan Peninjauan kembali pada Pasal 91 huruf e UU Pengadilan
Pajak berupa “nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku” sebaiknya tetap digunakan alasan adanya kekhilafan
hakim atau kekeliruan yang nyata seperti pada Pasal 67 huruf f UU MA . Selain itu
mengenai alasan Peninjauan Kembali pada Pasal 91 huruf ¢ UU Pengadilan Pajak
berupa dikabulkannya suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang
dituntut kecuali berdasarkan putusan mengabulkan sebagian atau seluruhnya (Pasal
80 ayat 1 huruf b UU Pengadilan Pajak) dan menambah pajak yang harus dibayar
(Pasal 80 ayat 1 huruf ¢ UU Pengadilan Pajak). Sebaiknya alasan Peninjauan
kembali ini juga diperbaharui dengan ditambahkan penjelasan pasal karena apabila

hanya terdapat ketentuan demikian, walaupun terdapat kesalahan hitung Hakim
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pada putusan menambah pajak yang harus dibayar, putusan tersebut tidak dapat

diajukan Peninjauan Kembali.

Mengenai tempat kedudukan Pengadilan Pajak, saat ini hanya berada di
Jakarta. Agar memudahkan penyelesaian Sengketa Pajak di seluruh Indonesia,
sebaiknya letak Pengadilan Pajak ditambahkan. Selain itu, mengenai mekanisme
sidang di luar tempat kedudukan juga dapat menjadi pilihan yang bijak. Namun
mekanisme ini perlu diatur lebih lanjut tentang pelaksanaannya. Selain itu juga
harus dipertimbangkan tentang sistem pemberkasan dan sumber daya manusia yang
ditugaskan pada sidang di luar tempat kedudukan yang terbatas. Pertimbangan
mengenai kualitas dan kuantitas sumber daya Hakim, Panitera, dan tenaga
pengadilan lainnya ini juga berlaku dalam hal apabila akan ditambahkan letak

Pengadilan Pajak di berbagai daerah di Indonesia.
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